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The Juridical Assessment on Constraint of Contract Freedom Principle
Application by the Law No. 5/1999 Regarding the Prohibition of
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Abstract

The contract freedom principle in business activities will be limited
when it tends to result in the practices of monopoly. It can produce the legal
matters: Why contract freedom is limited by The Law No. 5/1999 regarding
Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Competition of Business, and
what is the legal consequence of business transaction resulting in the
monopoly practice?

This was a normative research, the data used included secondary data,
primary data and tertiary. The juridical and normative approaches were used.
And this used juridical, normative, and descriptive analysis.

From the research it could be concluded that the contract freedom
should not be controversial to the Law. The prohibition determined in the law
was one of obvious limits of contract freedom, the agreement made by
business actors containing the prohibitions included monopoly, oligopoly,
determination of price, regional division, boycott, cartel, trust, oligopoly,
vertical integration, closed agreement and agreement with foreigners resulting
in practice of monopoly and unhealthy competition of business. If the
agreements were controversial to the Law No. 5/1999, the first solution for the
cases should be assumed by KPPU, if it failed to enforce, the business actors
could make appeal to the State Court, and the business actors resistant to
decision of State Court could make appeal also to Supreme Court. The
Decision of KPPU with permanent law power should be then addressed to
Investigator as follow-up of breaking criminal process to the Law No. 5/1999.

Keywords: - Agreement
- Principle of Contract Freedom
- Monopoly and Unhealthy Competition of business
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai
kekuasaan yang tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.' Negara
merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia merupakan organisasi pokok
dani kekuasaan politik.”> Akan tetapi disamping sebagai suatu entitas politik
(political entity), negara sesungguhnya juga merupakan suatu entitas ekonomi
(economi entity). Sebagai suatu entitas ekonomi, negara menjadi wadah dan
wahana bagi berlansungnya kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya tanpa
memandang latar belakang dari negara tersebut.
Entitas ekonomi itu harus sejalan dengan hukum yang berlaku dalam suatu
negara. Hubungan hukum dengan ekonomi dalam suatu negara itu sangat
erat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Disatu pihak
hukum dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, bahkan memperiancar
jalannya roda pembangunan ekonomi dan di pihak lain perkembangan
ekonomi mendorong lahirnya pemikiran hukum yang modernis.?
Hukum menurut E Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (peraturan-
peraturan dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat

dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan oleh hukum pelanggaran

terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan sanksi dan pemerintah

! Mariam Budiardjo, Dasar-dasar limu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakara,
1992, hal 9.

? Ibid, hal 33.

3 Janus Sidabalok, Pengantar Hukum Ekonomi, Media, Medan, 2000, hal 37.
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dalam masyarakat tersebut.® Tanpa adanya hukum, aktivitas ekonomi bisa
berkembang ke arah yang tidak baik, dimana hukum berperan penting dalam
pengelolaan ekonomi dan pengendalian gerak ekonomi, dan juga sebagai
rambu-rambu yang memagari dalam hal menghindari praktek ekonomi yang
curang.

Dasar ataupun landasan ekonomi di Indonesia adalah sebagaiman yang
tercantum dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang
menyatakan sebagai berikut :

(1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargan.

(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk
kemakmuran rakyat.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut maka negara memegang peranan
penting dalam menyusun laju perekonomian Indonesia.” Bentuk perekomian
Indonesia mengharapkan adanya kerja sama antara usaha negara, koperasi dan
usaha swasta yang dikembangkan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia yang sering dikatakan

menganut falsafah ekonomi Pancasila di dalam prakteknya telah mengenal

adanya mekanisme ekonomi pasar terutama pada masa orde baru yang dapat

* Syahruddin Husein, Pengantar limu Hukum, Kelompok Studi dan Masyarakat
Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1998, hal 7.

* Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia : Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Temtang Larangan Praktek Monopoli don Persaingan Usah Tidak Sehat,
Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal 1.
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Abstrak

Asas kebebasan berkontrak dalam kegiatan bisnis dibatasi apabila
menimbulkan praktek monopoli karena. Oleh karena itu menyebabkan masalah
hukum yaitu mengapa kebebasan berkontrak dibatasi oleh Undang-undang No.
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, dan Apa akibat hukum yang timbul bila transaksi bisnis
menimbulkan praktik monopoli ?

Penelitian ini adalah penelitian normatif, data yang dipergunakan
adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Analisis yang
dilakukan adalah analisis deskriftif yuridis normatif.

Dari penelitian disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang. Pelarangan yang ditentukan dalam
undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap
kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang
memuat ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly,
penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,
integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri,
yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat. Jika perjanjian tersebut bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun
1999, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh KPPU, apabila
keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak
diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke
Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan
Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan KPPU yang
berkekuatan hukum tetap selanjutnya diberikan kepada Penyidik sebagai
tindak lanjut proses pidana pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999.

KataKunci: - Perjanjian
- Asas Kebebasan Berkontrak
- Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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